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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hak yang
dimiliki oleh ahli waris terhadap objek warisan yang berupa hak atas sebidang tanah
beserta dengan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Proses pewarisan terbuka
seketika terjadinya peristiwa hukum berupa kematian, namun untuk menentukan
subjek yang menjadi ahli waris tidak dapat dilakukan seketika terjadinya kematian
pewaris. Sebagai ahli waris tentu harus cermat menanggapi permasalahan seputar
waris agar mereka tidak kehilangan hak-haknya sebagai ahli waris. Ahli waris hendak
menjual objek warisan berupa hak sebidang tanah beserta dengan bangunannya namun
kehendak para ahli waris tersebut tidak dapat terlaksana sebab pemegang hak atas
tanah tersebut masih terdaftar atas nama pewaris. Tindakan penjualan harta warisan
oleh para ahli waris meskipun semuanya sepakat untuk menjual adalah tidak sah dan
dapat batal demi hukum.

Kata kunci: Waris, surat keterangan hak mewaris, harta warisan, ahli waris

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the rights owned by the heirs
of the legacy object in the form of rights over a plot of land along with the building
standing on the land . Open process of inheritance law instantaneous occurrence of
events such as death , but to determine a subject who becomes heir can not be done
immediately the death of the testator . As heirs would have to carefully respond to
issues around inheritance so that they do not lose their rights as heirs . Heirs want to
sell the object of a legacy of a plot of land rights along with the building , but the will
of the heirs can not be implemented because the holder of the rights to the land is still
registered in the name of the benefactor. The act of selling the estate by the heirs

though all agreed to sell is not valid and void by law.

Keywords: inheritance, inherit rights certificate, legacy, heirs



Calyptra: Jurnal llmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.2 (2015)

PENDAHULUAN
Berkembangnya bidang perekonomian nasional tentu akan berakibat pada

kebutuhan yang semakin meningkat di bidang hukum. Masyarakat pun akan semakin
melibatkan proses hukum dalam kehidupannya seiring berjalannya waktu. Peran
penegak hukum tentu sangat berpengaruh dalam menunjang tujuan dan fungsi hukum.
Notaris sebagai salah satu penegak hukum pun semakin populer di kalangan
masyarakat karena kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik
diperlukan dalam suatu perbuatan hukum. Mengingat juga beberapa peraturan
perundangan juga mewajibkan perbuatan hukum tertentu yang dituangkan dalam suatu
akta otentik.

Dapat dilihat di sini bahwa peran hukum merupakan sarana yang dibutuhkan

oleh masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa Undang-Undang, peraturan

hukum yang jelas, dan mempunyai kepastian hukum serta tidakan penegak

hukum yang tegas dari aparat penegak hukum .

Namun berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika berinteraksi dengan
beberapa orang, masih terdapat pengertian yang kurang tepat antara notaris dan dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Masih banyak yang beranggapan bahwa notaris itu sama
dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kesalahpahaman ini kadang dapat berdampak
pada perbuatan hukum yang akan dilakukan. Untuk akta yang bersifat notariil, atau
sering disebut dengan notariil akta merupakan produk akta yang dibuat di
hadapan/oleh notaris. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

L A. A. Andi Prajitno, 2013, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Penerbit Selaras, Malang,
hal.1
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Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang ditentukan:
Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam
Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat
lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah ada perbedaan dengan notaris, baik
itu mengenai definisi dan wewenangnya. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(selanjutnya disebut PP 37/1998) ditenentukan:

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Dengan melihat definisi dan wewenang antara notaris dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah maka dapat diketahui perbedaan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengetahui secara jelas
manakala akan melakukan suatu perbuatan hukum melalui akta otentik.

Dalam praktek masih banyak masyarakat yang tidak terlalu memahami
mengenai hukum bahkan tidak mengetahui sama sekali mengenai hukum, atau yang
sering disebut dengan buta hukum. Hal yang cukup sering terjadi adalah mengenai
waris. Beberapa orang akan dengan sigap mencermati mengenai pewarisan ketika
terjadi suatu kematian, namun ada juga sebagian orang yang tidak mencermati dengan
sigap ketika ada suatu kematian baik itu karena adanya hubungan darah antara pewaris

dan ahli waris, maupun antara suami/istri yang masih terikat dalam perkawinan ketika
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pewaris meninggal dunia. Di sinilah akan muncul masalah yang tidak timbul saat itu
juga, malainkan akan timbul dikemudian hari. Masalah yang pada umumnya terjadi
adalah ketika ahli waris hendak melakukan perbuatan hukum, misalnya saja jual-beli
terhadap harta warisan yang berupa sertifikat atas sebidang tanah.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah seorang ahli
waris yang belum melakukan balik nama waris atas sebidang tanah beserta dengan
bangunannya setelah sekian lama pewaris telah meninggal dunia. Sehingga sampai
saat ini sertifikatnya masih atas nama pewaris dan ahli waris membutuhkan dana
dengan menjual aset yang seharusnya menjadi miliknya. Sehingga tentu menimbulkan
kendala baginya saat ingin menjual warisan tadi sebab ia tidak dapat melakukan jual
beli terhadap tanah tersebut.

Dalam hal ini ahli waris dari pewaris ada 3 (tiga) orang, antara lain istri, anak
sah dalam perkawinan dan satu anak adopsi sejak kecil. Dengan demikian berarti
status anak adopsi dalam keluarga ini adalah setara dengan anak sah demikian pula
dengan bagian yang nanti akan diterimanya.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka masyarakat harus
dapat mengetahui perbedaan kewenangan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah manakala akan melakukan suatu perbuatan hukum melalui akta otentik. Sebab
notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang berwenang
membuat akta otentik dalam ruang lingkup yang berbeda. Terlebih dalam kehidupan
nyata, tidak semua orang paham benar akan apa yang seharusnya dilakukan apabila
menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum. Sebagai sarjana yang

mempelajari hukum, saya merasa bahwa ini adalah suatu hal yang cukup serius untuk
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dikeahui para pembaca dalam menemukan solusi hukum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan
dalam tesis ini adalah: Apakah ahli waris dapat menjual objek warisan tanpa adanya
surat keterangan hak mewaris? Yang selanjutnya mengakibatkan permasalahan
sertifikat haknya telah berakhir ketika ahli waris setelah memperoleh surat keterangan
hak mewaris

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sekaligus
menganalisis apa yang harus dilakukan oleh ahli waris dalam proses balik nama waris
sehingga mereka tidak kehilangan haknya sebagai ahli waris dan kehendak mereka

untuk menjual harta warisan tersebut dapat terlaksana.

METODE PENELITIAN

Dalam  penyusunan tesis ini, dipergunakan tipe penelitian yuridis
normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada studi
kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini menggunakan dua cara pendekatan,
yaitu statute approach dan Conceptual Approach. Statute Approach adalah model
pendekatan dengan menggunakan perundang—undangan yang terkait. Sedangkan
Conceptual Approach adalah model pendekatan dengan menggunakan pendapat para
sarjana hukum, literatur-literatur, praktisi dan pakar hukum yang ada di samping
peraturan perundang—-undangan yang ada.

Bahan atau sumber hukum yang dipakai dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal

ini peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960
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tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Undang-
Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
tentang Pemdaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah,
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pemdaftaran Tanah,
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37
Tahum 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis
serta memahami permasalahan yang dibahas, yaitu berupa literatur maupun
karya ilmiah para sarjana.
Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi
kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait

dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait
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dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah
membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat
deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang
diperolen dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian
diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban
dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan
penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-
undangan yang ada serta pendapat para sarjana, dimaksudkan untuk mengetahui dan
memahami permasalahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas, yaitu
Pembuatan Akta Jual-Beli Hak Atas Tanah yang Pemegang Haknya Telah Meninggal

Dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ahli waris tidak dapat serta-merta menjual harta warisan meskipun menurut
Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi karena kematian. Artinya bila seseorang
telah meninggal dunia, barulah terjadi pewarisan. Saat itulah pewarisan baru terbuka
dan demi hukum para ahli waris akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak
yang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Untuk
menentukan ahli waris dari pewaris bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan dengan
sendirinya tanpa dasar yang kuat, meskipun oleh pihak keluarga sendiri beserta dengan
saksi-saksinya. Pembuktian sebagai ahli waris yang sah dapat dilakukan dengan
keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Pembuatan keterangan waris oleh notaris

diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan golongan Eropa
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atau bagi mereka yang menundukkan diri terhadap KUH Perdata Keterangan waris ini
nantinya akan berupa akta keterangan hak mewaris dimana isinya merupakan
kesaksian dari para pihak disertai dengan dokumen-dokumen penunjang.

Hak atas tanah dapat dialihkan salah satunya adalah peralihan karena
pewarisan, demikian pula dengan Hak Guna Bangunan dapat dialihkan kepada ahli
waris melalui proses pewarisan. Namun perlu dicermati bahwa Hak Guna Bangunan
dapat dialihkan selama masa berlaku hak sertifikat masih berlaku. Sebab apabila masa
berlaku sertifikat Hak Guna Bangunan berakhir, maka tanah yang semula dilekati oleh
Hak Guna Bangunan tersebut kembali menjadi tanah Negara. Selama terdapat
bangunan di atas tanah Negara ex-HGB maka bangunan itulah yang menjadi objek
warisan, sebab ahli waris merupakan pihak yang menguasai fisik tanah tersebut.

Dikarenakan masa berlaku sertifikat hak atas tanah yang berupa Hak Guna
Bangunan telah berakhir maka ahli waris tidak dapat memperpanjang Hak Guna
Bangunan ataupun memperbaharui Hak Guna Bangunan tersebut, sehingga yang harus
dilakukkan oleh ahli waris adalah memohonkan hak baru. Ahli waris dapat memohon
hak baru terhadap tanah ex-HGB yang telah menjadi tanah Negara apabila terdapat
bangunan di atas hak guna bangunan tersebut dan bangunan itulah yang menjadi
warisan manakala hak guna bangunannya telah berakhir. Dalam hal tidak terdapat
bangunan di atas tanah hak guna bangunan, maka tidak ada yang dapat diwariskan
sebab tanah tersebut di bawah penguasaan Negara. Hal ini berarti yang dapat

memohon hak baru adalah pihak yang menguasai fisik tanah tersebut.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penulisan pada bab-bab sebelumnya dalam tesis ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Ahli waris tidak apat menjual objek warisan tanpa ada surat keterangan
waris karena :

a. Subjek hukum ahli waris masih belum jelas ketika surat keterangan hak
mewaris belum dibuat oleh notaris, sehingga mengakibatkan ahli waris
tidak memiliki hak atas objek warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Untuk menjual objek warisan tentu tidak mungkin apabila yang
memiliki hak atas objek warisan tersebut adalah orang yang sudah
menininggal dan pihak Badan Pertanahan tentu akan menolak transaksi
jual-beli yang belum dilakukan balik nama waris.

2. Hal-hal yang harus dilakukkan oleh ahli waris setelah mereka memperoleh
surat keterangan hak mewaris adalah mengajukan permohonan hak atas
tanah karena sertifikat hak telah berakhir, sehingga tanah yang memiliki
status hak guna bangunan tersebut menjadi tanah Negara bukan lagi tanah
warisan. Hanya saja hak prioritas atas tanah tetap ada pada ahli waris,
sebab di atas tanah hak guna bangunan yang telah berakhir masa

berlakunya tersebut masih terdapat bangunan di atasnya.

2. Saran
1. Hendaknya para ahli waris memahami hak-hak hukum atas tanah yang

dimiliki orangtua supaya tidak sampai terjadi kehilangan hak waris atas
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tanah tersebut. Mengingat proses kepemilikan hak atas tanah tidaklah

mudabh.
2. Hendaknya ahli waris meminta informasi yang jelas kepada notaris atau

Pejabat Pembuat Tanah atau Badan Pertanahan setempat terkait proses

jual-beli harta warisan.

10
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